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ABSTRAKPenurunan ketersediaan air dan peningkatan kebutuhan air telah terjadi di Kabupaten Konawe Provinsi SulawesiTenggara. Hal ini disebabkan karena perubahan penggunaan lahan akibat eksploitasi lahan secara terus menerussehingga terjadi penurunan kapasitas infiltrasi dan peningkatan aliran permukaan. Berdasarkan permasalahan diatasmaka diperlukan strategi pengelolaan dan pengembangan peran kelembagaan sehingga pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih di Kabupaten Konawe dapat berlangsung secara berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengantujuan: (1) menganalisis peran kelembagaan ditinjau dari aspek kendala yang dihadapi, kebutuhan program pemerintahterkait, dan lembaga yang berperan dalam pengelolaan air baku untuk penyediaan air bersih berkelanjutan di KabupatenKonawe; dan (2) mengembangkan model kelembagaan pengelolaan air baku untuk penyediaan air bersih di Kab. Konawedengan metode Interpretative Structural Modeling (ISM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk implementasimodel, terdapat tiga elemen sistem yang perlu diperhatikan. Tiga elemen sistem dengan masing-masing sub elemenkuncinya yaitu: (1) kendala (menurunnya fungsi resapan air akibat berkurangnya vegetasi pada daerah tangkapan air,dan kurangnya koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air antar stakeholder terkait); (2) kebutuhan(peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparat SKPD terkait, dan peningkatan kesadaran stake holder terkait); dan(3) lembaga (BP DAS Sampara, Forum DAS Sultra dan Dinas Kehutanan Kab. Konawe).

Kata kunci: model, kelembagaan, air baku, air bersih, ISM

ABSTRACT
Decreased water availability and increased water demand has occurred in Southeast Sulawesi Konawe. This is caused by
changes in land use due to continuous exploitation of land resulting in a decrease in infiltration capacity and increased
surface runoff. Based on the above issues will require the development of management strategies and the role of institutions,
so that the management of raw water for water supply in Konawe District can take place in a sustainable manner. This study
was conducted with the aim of: (1) analyze the role of institutional on the aspects of constraint, the needs related
government programs, and agencies that play a role in the management of raw water for water supply sustainable in
Konawe district, and (2) develop a model of water management institutions of water supply in the Konawe District with
Interpretative Structural Modeling method (ISM). The results showed that for the implementation of the model, there are
three elements of the system that need to be considered. Three elements of the system with each of the key sub elements,
namely: (1) constraint (decreasing function of water absorption due to reduced vegetation in the catchment area, and the
lack of coordination and integration of water resources management among related stakeholders), (2) needs (increased
knowledge on education and skills related apparatus, and an increased awareness of all related stakeholders), and (3)
agency (BP DAS Sampara, Forum DAS Sultra and Dinas Kehutanan Konawe District) .

Keywords : models, institutional, raw water, clean water, ISM

PENDAHULUANKetersediaan air untuk mendukungberjalannya pembangunan dan berbagaikebutuhan manusia perlu dijaminkesinambungannya, terutama yang berkaitandengan kuantitas dan kualitasnya sesuaidengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu,sumberdaya air yang ada perlu dikelola secaraberkelanjutan. Sistem pengelolaan sumberdayaair berkelanjutan merupakan sistempengelolaan sumberdaya air yang didesain dandikelola serta berkontribusi penuh terhadap

tujuan masyarakat (sosial dan ekonomi) saatini dan masa yang akan datang, dengan tetapmempertahankan kelestarian aspekekologisnya (Loucks, 2000). Pembangunanberkelanjutan adalah pembangunan yangdapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpaharus mengorbankan kemampuan generasiyang akan datang untuk memenuhikebutuhannya sendiri (Brundtland Report,1987).Pembangunan berkelanjutan menurutMunashinge dan Lutz (1991) meliputi tiga hal,
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yakni peningkatan kualitas hidup secarakontinyu, penggunaan sumberdaya alam padaintensitas rendah, dan meninggalkansumberdaya alam yang baik untuk generasiyang akan datang. Tujuan pembangunandiarahkan pada keberimbangan pencapaiantujuan pada ketiga aspek yaitu aspek ekonomi,sosial, dan ekologi. Pokok perhatian dalampembangunan berkelanjutan adalah hubunganantara ekonomi dan ekologi (Panayotou,1994). Menurut Barbier (1993), ilmupengetahuan dan teknologi merupakan kunciyang dapat mengharmonisasikan ekonomidengan lingkungan. Spangenberg dalamRustiadi et al. (2009) menambahkan dimensikelembagaan (institution) sebagai dimensikeempat keberlanjutan, sehingga keempatdimensi tersebut membentuk suatu prismakeberlanjutan (prism of sustainability).Perubahan penggunaan lahan di kawasanhutan diduga mengakibatkan terjadinyapenurunan debit minimum dan peningkatandebit maksimum di Sub DAS Konaweha. Faktamenunjukkan bahwa pada bulan Mei tahun2000 debit air sekitar 380 m3/detikmenyebabkan lebih dari 10.000 hektar sawahdi wilayah irigasi Wawotobi terendam banjir.Pada tahun yang sama dari bulan Septembersampai November terjadi kekeringan dengandebit minimum rata-rata 10,6 m3/detik yangmenyebabkan lebih dari 5.000 hektar sawah diwilayah irigasi Wawotobi tidak mendapatkanpasokan air yang cukup. Pada bulan Septembertahun 2003 debit minimum sungai Konawehaadalah 27 m3/detik. Jika kecenderunganpenurunan ini berlanjut, maka diperkirakanakan terjadi defisit air pada musim kemarau diKabupaten Konawe (Sub Dinas PU PengairanProvinsi Sulawesi Tenggara, 2010). Kebijakanpemerintah pusat tentang pembangunanKawasan Ekonomi Khusus (KEK)pertambangan di Sulawesi Tenggara akanmemberikan dampak terhadap perubahanpenggunaan lahan. Untuk tujuan tersebut makaProvinsi Sulawesi Tenggara mengusulkanperubahan status hutan seluas 310.165 hektarmenjadi areal penggunaan lain (APL) melaluirevisi RUTRW Provinsi Sulawesi Tenggaratahun 2010 (Bappeda Provinsi SulawesiTenggara, 2010).Permasalahan kelembagaan dalampengelolaan air baku berkelanjutan di Sub DASKonaweha memiliki karakteristik yangkompleks. Oleh sebab itu pendekatan yangtepat digunakan untuk menyelesaikan masalahtersebut adalah dengan pendekatan

kesisteman (Eriyatno dan Sofyar, 2007).Kelembagaan pengelola sumberdaya air sangatdiperlukan guna melaksanakan pengelolaansumberdaya air secara benar, efisien danefektif (Isnugroho, 2001). Untuk perencanaanstrategis yang melibatkan keterkaitan yangluas dan beragam dari berbagai lembaga,analisis yang tepat menggunakan metode
Interpretative Structural Modeling (ISM)(Saxena, 1992 dalam Eriyatno, 1999).Keberhasilan implementasi model pengelolaandianalisis dengan teknik ISM. ISM adalahproses pengkajian kelompok (group learning
process) di mana model-model strukturaldihasilkan guna memotret perihal yangkompleks dari suatu sistem, melalui pola yangdirancang secara seksama denganmenggunakan grafis serta kalimat. ISMmenganalisis elemen-elemen sistem danmemecahkannya dalam bentuk grafik darihubungan langsung antar elemen dan tingkathierarki. Aspek yang terkait dalamimplementasi model dibagi menjadi elemen-elemen, dimana setiap elemen diuraikanmenjadi sejumlah sub elemen (Eriyatno 2003;Marimin 2004).Selanjutnya dikatakan bahwa metodeISM berkaitan dengan interpretasi suatu objekutuh atau perwakilan dari suatu sistem melaluiaplikasi teori grafis secara sistematika danberulang-ulang. Metode ini dibagi menjadi duabagian yaitu penyusunan hierarki danklasifikasi sub elemen. Prinsip dasarnya adalahidentifikasi dari struktur di dalam sistemsecara efektif untuk mengambil keputusanyang lebih baik. Dalam melakukan analisis,elemen-elemen yang digunakan adalah elemenyang dominan yang dikonsultasikan denganpakar.Penelitian ini bertujuan untuk : (1)menganalisis peran kelembagaan ditinjau dariaspek kendala yang dihadapi, kebutuhanprogram pemerintah terkait, dan lembaga yangberperan dalam pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan diKabupaten Konawe; dan (2) mengembangkanmodel kelembagaan pengelolaan air bakuuntuk penyediaan air bersih berkelanjutan diKab. Konawe dengan metode Interpretative
Structural Modeling (ISM). Hasil penelitian inimenjadi masukan bagi pemerintah untukmerumuskan strategi kebijakan pengelolaanair baku berkelanjutan di Sub DAS Konaweha.
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METODOLOGI PENELITIAN
Tempat dan Waktu PenelitianPenelitian ini dilaksanakan mulai bulanMaret 2012 sampai pada bulan Februari 2013,dan berlokasi di Sub DAS KonawehaKabupaten Konawe Provinsi SulawesiTenggara. Luas tutupan lahan pada catchmentarea Sub DAS Konaweha adalah 338.455,43 ha.Lokasi penelitian seperti terlihat pada Gambar1.
Metode AnalisisMetode analisis yang digunakan untukmenentukan stakeholders yang dominan(kunci) dalam pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan diKabupaten Konawe adalah metode

Interpretative Structural Modelling (ISM) yangdikembangkan oleh Saxena (1992) dalamEriyatno (1999). Data teknis Interpretative
Structural Modeling adalah kumpulanpendapat pakar sebagai panelis sewaktumenjawab tentang keterkaitan antar elemen.Metode ISM adalah suatu metodologi yangdapat membantu suatu kelompokmengidentifikasi hubungan antara gagasan danstruktur penentu dalam sebuah masalah yangkompleks (Marimin 2004). Pada penelitian ini,dengan menggunakan metode ISM dapatdiketahui stakehoder utama (faktor kunci)yang paling berperan dalam pengelolaan airbaku untuk penyediaan air bersih diKabupaten Konawe.

Gambar 1.  Lokasi penelitian di Sub DAS Konaweha

Metode Pengumpulan DataAspek stakeholders merupakan institusiyang berperan dalam pengelolaan air bakuuntuk penyediaan air bersih berkelanjutan diKabupaten Konawe. Stakeholders yangberperan dalam pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan diKabupaten Konawe meliputi: Pemerintah,Dunia Usaha & Industri, Akademisi/PerguruanTinggi, Masyarakat, dan LSM. Pemilihanresponden disesuaikan dengan kondisilingkungan di sekitarnya dan memahamipermasalahan yang diteliti. Penentuanresponden dilakukan dengan menggunakansurvei pakar (expert survey) dengan cara:Responden pakar dipilih secara sengaja(purposive sampling) dengan kriteria memilikikepakaran sesuai dengan bidang yang dikaji.

Beberapa pertimbangan dalam menentukanpakar yang akan dijadikan responden adalah:a. Mempunyai pengalaman yang kompetensesuai bidang yang dikaji.b. Memiliki reputasi, kedudukan/jabatandalam kompetensinya dengan bidang yangdikaji.c. Memiliki kredibilitas tinggi, bersedia, danberada pada lokasi yang dikaji.
Metode Analisis DataUntuk menentukan stakeholder utamadalam pengelolaan air baku untuk penyediaanair bersih berkelanjutan di Kabupaten Konawedilakukan dengan menggunakan pendekatanISM (Interpretative Structural Modelling).Pendekatan ISM dapat menyajikan sebuahgambaran dari setiap hubungan langsung dan

Catchment Area
Sub DAS Konaweha
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tingkat hierarkinya. Hubungan langsung darisetiap stakeholder merujuk pada hubungankontekstual dalam pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan diKabupaten Konawe. Langkah-langkah ISMadalah sebagai berikut:1. Menentukan elemen (stakeholders) sesuaidengan topik penelitian dan kondisi diwilayah studi.2. Tentukan hubungan kontekstual antaraelemen-elemen berdasarkan hasil diskusidengan pakar.3. Membuat matriks interaksi SSIM (Structural
Self Interaction Matrix). Matriks inimenggunakan perbandingan berpasangandengan simbol VAXO.Simbol tersebut adalah:V : relasi dari elemen Ei sampai Ej,tetapi tidak berlaku untukkebalikannya.A : relasi dari elemen Ej sampai Ei,tetapi tidak berlaku untukkebalikannya.X :interrelasi antara Ei dan Ej (berlakuuntuk kedua arah).O:merepresentasikan bahwa Ei dan Ejadalah tidak berkaitan.4. Membuat matriks RM (Reachability Matrix).Matriks ini menyediakan perubahansimbolik SSIM menjadi matriks biner.Penggunaan aturan konversinya adalahsebagai berikut:V : jika Eij  = 1  dan  Eji  = 0A : jika Eij  = 0  dan  Eji = 1X : jika Eij  = 1  dan  Eji  = 1O : jika Eij  = 0  dan  Eji  = 05. Melakukan koreksi agar matriks tersebuttelah memenuhi kaidah transitivity, yaitujika A mempengaruhi B, kemudian Bmempengaruhi C, maka A harusmempengaruhi C.6. Menyusun hirarki dari setiap elemen yangdikaji dan mengklasifikasikannya atasempat sektor, yaitu sektor autonomous,

dependent, linkage, dan Independent,seperti yang terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2.  Distribusi ke empat sektor pada
matriks driver power-dependence.Keterangan :Sektor I: Autonomous (weak driver-weak dependent variables),artinya elemen yang berada pada sektor ini umumnya tidakberkaitan dengan sistim atau mungkin mempunyai hubunganyang kecil meskipun hubungannya bisa saja kuat; Sektor II:

Dependent (weak driver- stronglydependent variables), artinyaelemen pada sektor ini merupakan elemen yang tidak bebas;Sektor III: Linkage (strong driver- stronglydependent variables),artinya elemen yang berada pada sektor ini harus dikaji secarahati-hati karena hubungan antara elemen tidak stabil; Sektor IV:
Independent (strong driver- weak dependent variables), artinyaelemen yang berada pada sektor ini merupakan sisa dari sistimyang disebut peubah bebas.
HASIL DAN PEMBAHASANKelembagaan dapat berarti bentuk atauwadah atau organisasi sekaligus jugamengandung pengertian tentang norma-norma, aturan, dan tata cara atau proseduryang mengatur hubungan antar manusia,bahkan kelembagaan merupakan sistem yangkompleks, rumit dan abstrak (Kartodiharjo, etal., 1999). Karena itu perlu dianalisis mengenaikendala, kebutuhan dan kelembagaan dalampengembangan model pengelolaan air bakuuntuk penyediaan air bersih di KabupatenKonawe.
Analisis Kendala, Kebutuhan dan
Kelembagaan Pengelolaan Air Baku untuk
Penyediaan Air Bersih di Tingkat
KabupatenDalam pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan di tingkatKabupaten, dalam hal ini di KabupatenKonawe, perlu dikaji aspek kendala, kebutuhandan kelembagaan yang berperan dalampengelolaan air baku untuk penyediaan airbersih berkelanjutan. Kajian ini menggunakanmetode Interpretative Structural Modelling(ISM) dengan menggunakan instrumenkuesioner dan diskusi pakar.Teknik Interpretatif Structural Modelling(ISM) ini digunakan untuk merumuskan
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alternatif kebijakan dimasa yang akan datang.Analisis ini digunakan sebagai salah satu alat(tool) dalam penelitian ini. Dengan analisis ISMini ingin diketahui faktor kunci apa saja yangberperan dalam Pengelolaan Air Baku UntukPenyediaan Air Bersih Berkelanjutan diTingkat Kabupaten.  Oleh karena itu,penentuan faktor kunci tersebut adalahpenting, dan sepenuhnya harus merupakanpendapat dari pihak yang berkompetensebagai pakar (expert).
Kendala dalam Pengelolaan Air Baku untuk
Penyediaan Air Bersih di Tingkat
KabupatenBerdasarkan hasil pendapat pakar,ditemukan 13 sub elemen kendaladalampengelolaan air baku untuk penyediaan airbersih di Kabupaten Konawe. Kendala palingbesar yang dihadapi dalam pengelolaan airbaku untuk penyediaan air bersih diKabupaten Konawe diantaranya adalahmenurunnya fungsi resapan air akibatberkurangnya vegetasi pada daerah tangkapanair, dan kurangnya koordinasi sertaketerpaduan pengelolaan sumber daya airantar stakeholder terkait.Hubungan kontekstual antar sub elemenkendala adalah sub elemen kendala yang satumemberikan kontribusi atau menyebabkan subelemen kendala yang lain. Berdasarkan hasilanalisis seperti  terlihat pada Gambar 3menunjukkan bahwa sub elemen terbatasnyasarana dan prasarana pendukung (A1),kurangnya sumber daya manusia (SDM) yangmemadai (A3), kurangnya kemampuankapasitas institusi pengelola air bersih (A5),menurunnya fungsi resapan air akibatberkurangnya vegetasi pada daerah tangkapanAir (A9), kurangnya koordinasi danketerpaduan pengelolaan sumber daya airantar stakeholder terkait (A11), terletak pada
independent sector. Hal ini menunjukkanbahwa ke enam sub elemen kendala tersebutmemberikan kontribusi yang tinggi terhadapsub elemen kendala yang lain, setiapperubahan dalam sub elemen ini akanmempengaruhi sub elemen kendala yang lain,sehingga perlu kajian yang lebih hati-hati danmendalam.Sub elemen adanya indikasi pengambilan airtanah dalam yang berlebihan melalui sumurpompa sehingga dapat menurunkan muka airtanah (A8), rendahnya kesadaran masyarakatdan dunia usaha dalam pengelolaanlingkungan serta konservasi tanah dan air

(A10), lemahnya pengawasan dan penegakanhukum (A12), berada pada dependent sector,hal ini berarti bahwa terjadinya ketiga kendalaini sangat dipengaruhi oleh sub elemenkendala lainnya. Sedangkan kualitas air bakuuntuk penyediaan air bersih yang kurang baik(A2), tingginya biaya operasional saranapenyediaan air bersih (A4), lemahnya tatakelola kelembagaan terkait Sistem InformasiSumber Daya Air (SISDA) (A6), aplikasiteknologi penyediaan air bersih kurangmemadai (A7), kurang optimalnya upayapengendalian dan penanggulangan banjir(A13), berada pada autonomous sector, hal iniberarti bahwa sub elemen kendala iniumumnya tidak berkaitan atau memilikihubungan yang sedikit dengan sub elemenkendala lainnya.Dari analisis ini didapatkan hirarki subelemen kendala seperti yang terlihat padaGambar 4. Sub elemen kendala kunci (driver
power) pada pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan di tingkatkabupaten adalah menurunnya fungsi resapanair akibat berkurangnya vegetasi pada daerahtangkapan Air (A9) dan kurangnya koordinasidan keterpaduan pengelolaan sumber daya airantar stakeholder terkait (A11). Kedua subelemen kendala ini menjadi dasar bagi subelemen lainnya. Untuk itu menurunnya fungsiresapan air akibat berkurangnya vegetasi padadaerah tangkapan air, dan kurangnyakoordinasi dan keterpaduan pengelolaansumber daya air antar stakeholder terkaitmenjadi elemen kendala yang perlu terlebihdahulu diselesaikan. Sub elemen kendala yangselanjutnya adalah terbatasnya sarana danprasarana pendukung (A1).Selanjutnya yang perlu diperhatikan olehpemerintah adalah kurangnya sumber dayamanusia (SDM) yang memadai (A3) dankurangnya kemampuan kapasitas institusipengelola air bersih (A5) di KabupatenKonawe. Tahapan berikutnya yang harussegera dicari solusinya adalah kualitas air bakuuntuk penyediaan air bersih yang kurang baik(A2), serta tingginya biaya operasional saranapenyediaan air bersih (A4). Berikutnya yangharus menjadi perhatian serius pemerintahadalah lemahnya pengawasan dan penegakanhukum (A12) dalam upaya pengelolaan airbaku untuk penyediaan air bersih di Kab.Konawe. Kendala ini perlu dicermati lebihserius karena aktifitas ilegal logging dikawasanhutan lindung yang merupakan daerahtangkapan air serta perubahan penggunaan
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lahan akibat eksploitasi lahan secara terusmenerus  telah menyebabkan terjadinyapenurunan kapasitas infiltrasi dan peningkatanaliran permukaan di DAS Konaweha. Akibatnyajumlah air yang hilang ke laut akan meningkatpula, yang pada akhirnya turut mempengaruhiketersediaan air di Kabupaten Konawe.Tahapan terakhir yang harusdiselesaikan adalah lemahnya tata kelolakelembagaan terkait Sistem Informasi SumberDaya Air (SISDA) (A6), aplikasi teknologi

penyediaan air bersih kurang memadai (A7),adanya indikasi pengambilan air tanah dalamyang berlebihan melalui sumur pompasehingga dapat menurunkan muka air tanah(A8), rendahnya kesadaran masyarakat dandunia usaha dalam pengelolaan lingkunganserta konservasi tanah dan air (A10), dankurang optimalnya upaya pengendalian danpenanggulangan banjir (A13) merupakankendala yang harus diperhatikan oleh seluruhstake holder terkait.

Gambar 3. Matriks Driver Power-Dependence untuk elemen kendala dan
Struktur hirarki sub elemen kendala

Kebutuhan dalam dalam Pengelolaan Air
Baku untuk Penyediaan Air Bersih di
Tingkat KabupatenBerdasarkan hasil pendapat pakar,ditemukan 12 sub elemen kebutuhan dalampengelolaan air baku untuk penyediaan airbersih di Kab. Konawe. Kebutuhan programyang memberikan kontribusi paling besardalam perumusan kebijakan pemerintah dalamhal pengelolaan air baku untuk penyediaan airbersih di Kab. Konawe diantaranya adalahpeningkatan pengetahuan dan ketrampilanaparat SKPD terkait, peningkatan kesadaranstake holder terkait (pemerintah, dunia usaha& industri, akademisi / perguruan tinggi,masyarakat, dan LSM), dan penetapanpedoman pengelolaan DAS.Hubungan kontekstual antar sub elemenkebutuhan adalah sub elemen kebutuhan yangsatu memberikan kontribusi ataumenyebabkan sub elemen kebutuhan yang lain.Berdasarkan hasil analisis seperti terlihat padagambar 5 menunjukkan bahwa sub elemenPeningkatan pengetahuan dan ketrampilan

aparat SKPD terkait (B5), Peningkatankesadaran stake holder terkait (Pemerintah,Dunia Usaha & Industri, Akademisi/PerguruanTinggi, Masyarakat,  dan LSM) (B9), danPenetapan pedoman pengelolaan DAS (B10),terletak pada independent sector. Hal inimenunjukkan bahwa ke tiga sub elemenkebutuhan tersebut memberikan kontribusiyang tinggi terhadap sub elemen kebutuhanyang lain, setiap perubahan dalam sub elemenini akan mempengaruhi sub elemen kebutuhanyang lain, sehingga perlu kajian yang lebih hati-hati dan mendalam.Sub elemen Restrukturisasi kelembagaan(B4), berada pada dependent sector, hal iniberarti bahwa terjadinya kebutuhan ini sangatdipengaruhi oleh sub elemen kebutuhanlainnya. Sedangkan Penegakan supremasihukum (B1), Peningkatan luas kawasanlindung (B2), Tata ruang yang tepat (B3),Pemberian insentif dan disinsentif dalam tataruang wilayah (B6), Peningkatan lapanganpekerjaan (B7), Peningkatan pendapatanmasyarakat (B8), Teknologi pengelolaan DAS
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(B11), dan Pengembangan kearifan local (local
wisdom) (B12) berada pada autonomous
sector, hal ini berarti bahwa sub elemen kebutuhan ini umumnya tidak berkaitan ataumemiliki hubungan yang sedikit dengan subelemen kebutuhan lainnya.Tabel 2. Elemen kebutuhan dalam Pengelolaan Air Baku untuk Penyediaan Air Bersih di Tingkat Kabupaten

No. Sub Elemen KebutuhanB1 Penegakan supremasi hukumB2 Peningkatan luas kawasan lindungB3 Tata ruang yang tepatB4 Restrukturisasi kelembagaanB5 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparat SKPD terkaitB6 Pemberian insentif dan disinsentif dalam tata ruang wilayahB7 Peningkatan lapangan pekerjaanB8 Peningkatan pendapatan masyarakatB9 Peningkatan kesadaran stake holder terkait (Pemerintah, Dunia Usaha & Industri, Akademisi/PerguruanTinggi , Masyarakat,  dan LSM.B10 Penetapan pedoman pengelolaan DASB11 Teknologi pengelolaan DASB12 Pengembangan kearifan lokal

Gambar 4. Matriks Driver Power-Dependence untuk elemen Kebutuhan dan
Struktur hirarki sub elemen KebutuhanDari analisis ini didapatkan hirarki subelemen kebutuhan seperti yang terlihat padaGambar 6, sub elemen kebutuhan kunci (driver

power) pada pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan di tingkatkabupaten adalah Peningkatan pengetahuandan ketrampilan aparat SKPD terkait (B5),Peningkatan kesadaran stake holder terkait(Pemerintah, Dunia Usaha dan Industri,Akademisi / Perguruan Tinggi, Masyarakat,dan LSM) (B9), dan Penetapan pedomanpengelolaan DAS (B10). Ketiga sub elemenkebutuhan ini menjadi dasar bagi sub elemenlainnya. Untuk itu, ketiga elemen diatasmenjadi elemen kebutuhan yang perlu terlebihdahulu diimplementasikan di lapangan.Kebutuhan selanjutnya yang perludiperhatikan oleh pemerintah adalah adalah

Teknologi pengelolaan DAS (B11), untuk itupemerintah daerah dapat berkoordinasilangsung dengan BP DAS Sampara untukmerancang dan mendesain pedomanpengelolaan DAS serta mencari metode yangtepat dalam menerapkan teknologipengelolaan DAS yang sesuai di KabupatenKonawe. Berikutnya elemen kebutuhan yangperlu mendapatkan perhatian serius daripemerintah adalah Tata ruang yang tepat (B3)dan Peningkatan pendapatan masyarakat (B8).Tahapan terakhir yang harusditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintahadalah Penegakan supremasi hukum (B1),Peningkatan luas kawasan lindung (B2),Restrukturisasi kelembagaan (B4), Pemberianinsentif dan disinsentif dalam tata ruangwilayah (B6), Peningkatan lapangan pekerjaan
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(B7), dan Pengembangan kearifan local (local
wisdom) (B12) dengan melibatkan para tokohadat dan seluruh stake holder terkait diKabupaten Konawe.
Pelaku dalam Pengelolaan Air Baku untuk
Penyediaan Air Bersih di Tingkat
KabupatenBerdasarkan hasil pendapat pakar,ditemukan 11 sub elemen pelaku/lembaga

yang terkait dalam Pengelolaan Air Baku untukPenyediaan Air Bersih di Kab. Konawe.Lembaga yang memiliki pengaruh paling besardalam perumusan kebijakan pemerintah dalamhal pengelolaan air baku untuk penyediaan airbersih di Kab. Konawe diantaranya InstitusiPengelolaan DAS dan Dinas Kehutanan Kab.Konawe.
Tabel 3. Elemen pelaku dalam Pengelolaan Air Baku untuk Penyediaan Air Bersihdi Tingkat Kabupaten

No. Sub Elemen PelakuC1 Balai Wilayah Sungai Sulawesi IVC2 Institusi Pengelolaan DASC3 Dinas Kehutanan Kab. KonaweC4 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. KonaweC5 Dinas PU dan Tata Ruang Kab. KonaweC6 Bappeda Kab. KonaweC7 BPLH Kab. KonaweC8 PDAM Kab. KonaweC9 Akademisi/Perguruan TinggiC10 MasyarakatC11 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Menurut Mochtar (2001), pengelolaanair dan sumber air sampai saat ini belumterdapat bentuk lembaga pengelola yang baku.Kelembagaan serta peraturan di bidangpengelolaan air dan sumber air akan dituntutdapat memberikan kualitas pelayanan yangbaik serta profesional. Di samping kesiapanperaturan kelembagaan, juga tidak kalahpentingnya mengenai kesiapan data daninformasi air dan sumber air yang lengkap danakurat, berupa potensi air dan sumber air,serta berapa yang telah dimanfaatkan,sehingga dapat ditentukan potensi yang belumdikelola yang diserahkan pengelolaannyakepada masyarakat atau sektor swasta. Dalamupaya mengatur kuantitas dan kualitas air,maka persiapan dari aspek non fisik yaitumengenai kelembagaannya. Kelembagaan iniberwenang dalam aspek pengaturan dankebijakan. Sistem pengelolaan air di masamendatang, di samping menyangkut masalah-masalah fisik dan pembiayaan, masalahkelembagaan, peraturan, personil (SDM),peralatan serta pelatihan, juga akan semakinberperan penting.Kelembagaan pengelolaan sumberdayaair amat diperlukan guna melaksanakansumberdaya air secara benar, efisien danefektif (Isnugroho, 2001). Karena itu, antisipasiyang disiapkan untuk menanggulangi

permasalahan sumberdaya air yaitupengembangkan perangkat hukum dankelembagaan pengairan untuk meningkatkanketerpaduan pengelolaan sumberdaya airmelalui koordinasi nyata serta untukmeningkatkan peran swasta.Hubungan kontekstual antar sub elemenpelaku adalah sub elemen pelaku yang satumemberikan kontribusi atau menyebabkan subelemen pelaku yang lain. Berdasarkan hasilanalisis seperti terlihat pada gambar 7menunjukkan bahwa sub elemen InstitusiPengelolaan DAS (C2) dan Dinas KehutananKab. Konawe (C3), terletak pada independent
sector. Hal ini menunjukkan bahwa ke dua subelemen pelaku tersebut memberikankontribusi yang tinggi terhadap sub elemenpelaku yang lain, setiap perubahan dalam subelemen ini akan mempengaruhi sub elemenpelaku yang lain, sehingga perlu kajian yanglebih hati-hati dan mendalam.Sub elemen Akademisi/Perguruan Tinggi(C9),  Masyarakat (C10), dan LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) (C11), berada pada
dependent sector, hal ini berarti bahwaterjadinya ketiga pelaku ini sangat dipengaruhioleh sub elemen kendala lainnya. SedangkanBalai Wilayah Sungai Sulawesi IV (C1), DinasPertanian dan Peternakan Kab. Konawe (C4),Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Konawe (C5),
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Bappeda Kab. Konawe (C6), BadanPengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kab.Konawe (C7), dan PDAM Kab. Konawe (C8),berada pada autonomous sector, hal iniberarti bahwa sub elemen pelaku ini umumnyatidak berkaitan atau memiliki hubungan yangsedikit dengan sub elemen pelaku lainnya.Dari analisis ini didapatkan hirarki subelemen kendala seperti yang terlihat padaGambar 8. Sub elemen kendala kunci (driver
power) pada pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan di tingkatkabupaten adalah Institusi Pengelolaan DAS(Balai Pengelolaan DAS Sampara dan ForumDAS Sultra) (C2). Sub elemen pelaku inimenjadi dasar bagi sub elemen lainnya. Untukitu keberadaan Institusi Pengelolaan DASmenjadi elemen pelaku yang palingberpengaruh dalam pengelolaan air bakuuntuk penyediaan air bersih berkelanjutan.Sub elemen pelaku yang selanjutnya adalahDinas Kehutanan Kab. Konawe (C3), perananlembaga pemerintah ini juga tidak kalah

penting. Selanjutnya yang tidak kalah pentingpengaruhnya adalah Balai Wilayah SungaiSulawesi IV (C1), Dinas PU dan Tata RuangKab. Konawe (C5), dan PDAM Kab. Konawe(C8). Elemen pelaku berikutnya yangberpengaruh dalam  pengelolaan air bakuuntuk penyediaan air bersih berkelanjutanadalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Konawe (C4), Bappeda Kab. Konawe (C6),Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH)Kab. Konawe (C7), Akademisi/ PerguruanTinggi (C9),  Masyarakat (C10), dan LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) (C11).Berdasarkan hasil analisis ISM diatas terlihatbahwa institusi pengelolaan DAS (BalaiPengelolaan DAS Sampara dan Forum DASSultra) merupakan elemen pelaku yang palingbesar pengaruhnya terhadap upayapeningkatan pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan diKabupaten Konawe.

Gambar 5. Matriks Driver Power-Dependence untuk elemen Pelaku dan
Struktur hirarki sub elemen PelakuKeberhasilan pengelolaan air bakuuntuk penyediaan air bersih berkelanjutan diwilayah penelitian dapat dilakukan denganmemperbaiki kendala utama yaitumenurunnya fungsi resapan air akibatberkurangnya vegetasi pada daerah tangkapanair dan kurangnya koordinasi dan keterpaduanpengelolaan sumber daya air antar stakeholderterkait. Kendala ini perlu dicermati lebih seriuskarena aktifitas ilegal logging dikawasan hutanlindung yang merupakan daerah tangkapan airserta perubahan penggunaan lahan akibateksploitasi lahan secara terus menerus  telahmenyebabkan terjadinya penurunan kapasitasinfiltrasi dan peningkatan aliran permukaan diSub DAS Konaweha. Akibatnya jumlah air yang

hilang ke laut akan meningkat pula, yang padaakhirnya turut mempengaruhi ketersediaan airdi Kabupaten Konawe.Kerusakan lingkungan yang secaraimplisit menambah lajunya krisis air semakindipercepat oleh pertumbuhan penduduk yangcukup tinggi, baik secara alamiah maupunmigrasi. Bencana banjir yang merupakan buktidegradasi lingkungan dari waktu ke waktucenderung meningkat dari tahun ke tahun.Fenomena otonomi daerah yang terkadangkurang dipandang sebagai suatu kesatuankerja antara Pemerintah Pusat, Provinsi danKabupaten/Kota berimplikasi langsung padakurangnya koordinasi dan keterpaduanpengelolaan sumber daya air antar stakeholder
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terkait, yang pada hakekatnya mempercepatterjadinya krisis air di wilayah penelitian.Mengingat wilayah DAS Konawehaberada pada daerah multi-administratif yangmelintasi 5 wilayah Kabupaten dan Kota(Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe,Kabupaten Konawe Utara, Kab. KonaweSelatan, dan Kota Kendari) maka diperlukankoordinasi yang terintegrasi antar stakeholderdengan membuka peluang kerjasama antarpemerintah daerah. Serta menguatkankoordinasi diantara instansi terkait, yangdijabarkan dalam rencana aksi bersama SKPDdi masing-masing daerah melalui RPJMD danRenstra SKPD. Kebijakan bersama ini harusdilakukan karena tidak mungkin mengelolawilayah secara efektif dan efisien tanpamelihat konteks wilayah dan tanpa sinergikerjasama yang dibangun diantara pemerintahdaerah. Apabila koordinasi antar stakeholderdan pemerintah daerah yang terlibat dalampengelolaan sumber air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan masihlemah dan tidak tercapai, maka akan akanberdampak langsung terhadap buruknyapengelolaan sumberdaya air di wilayahKabupaten Konawe. Hal ini akan menimbulkanpermasalahan yang lebih kompleks dikemudian hari.Dalam rangka mengurangi ketegangandan konflik akibat benturan kepentingan,disaat permintaan (demand) tidak lagiseimbang dengan ketersediaan sumberdaya airuntuk pemenuhannya (supply). Diperlukanupaya secara proporsional dan seimbangantara pengembangan, pelestarian, danpemanfaatan sumber daya air baik dilihat dariaspek teknis maupun aspek hukum. Untukmemenuhi kebutuhan air yang terusmeningkat di berbagai sektor, diperlukan suatuperencanaan terpadu yang berbasis wilayahsungai guna menentukan langkah dan tindakanyang harus dilakukan agar dapat memenuhikebutuhan tersebut dengan mengoptimalkanpotensi pengembangan sumber daya air,melindungi/melestarikan serta meningkatkannilai sumber daya air dan lahan.Pola pengelolaan sumber daya airdisusun secara terkoordinasi diantara instansiterkait, berdasarkan asas kelestarian, asaskeseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup,dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asasketerpaduan dan keserasian, asas keadilan,asas kemandirian, serta asas transparansi danakuntabilitas. Penyusunan pola pengelolaansumber daya air perlu melibatkan semua

pemangku kepentingan. Sejalan dengan prinsipdemokratis, masyarakat tidak hanya diberiperan dalam penyusunan pola pengelolaansumber daya air, tetapi berperan pula dalamproses perencanaan, pelaksanaan, konstruksi,operasi dan pemeliharaan, pemantauan, sertapengawasan atas pengelolaan sumber daya airdi Kabupaten Konawe. Mengingat pengelolaansumber daya air merupakan masalah yangsangat kompleks dan melibatkan semua pihaksebagai pengguna, pemanfaat maupunpengelola, maka pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan perludilakukan secara terpadu (integrated water
resources management) dan menyeluruh, yangmelibatkan seluruh stakeholder di wilayah DASKonaweha, khususnya di Kabupaten Konawe.
KESIMPULANPengelolaan air baku untuk penyediaanair bersih berkelanjutan di Kabupaten KonaweProvinsi Sulawesi Tenggara masih menghadapibeberapa kendala utama diantaranya:menurunnya fungsi resapan air akibatberkurangnya vegetasi pada daerah tangkapanair, dan kurangnya koordinasi danketerpaduan pengelolaan sumber daya airantar stakeholder terkait.Program yang menjadi kebutuhan dalampengembangan model pengelolaan air bakuuntuk penyediaan air bersih berkelanjutan diKabupaten Konawe Provinsi SulawesiTenggara yaitu: Peningkatan pengetahuan danketrampilan aparat SKPD terkait; Peningkatankesadaran stake holder terkait (Pemerintah,Dunia Usaha dan Industri,Akademisi/Perguruan Tinggi, Masyarakat, danLSM); dan Penetapan pedoman pengelolaanDAS. Ketiga sub elemen kebutuhan ini menjadidasar bagi sub elemen lainnya, dan perlusegera diimplementasikan dalam mewujudkanpengelolaan air baku untuk penyediaan airbersih berkelanjutan di Kabupaten Konawe.Ditemukan 11 (sebelas) pelaku/lembagayang terkait dalam pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan diKabupaten Konawe, namun lembaga yangmemiliki pengaruh paling besar dalamperumusan kebijakan pemerintah daerahdalam hal pengelolaan air baku untukpenyediaan air bersih berkelanjutan diKabupaten Konawe yaitu Institusi PengelolaanDAS dalam hal ini adalah BPDAS Sampara,Forum DAS Sultra, dan Dinas KehutananKabupaten Konawe.
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